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ANALISIS SPASIAL TINGKAT KERAWANAN LONGSORLAHAN DI 
KABUPATEN KULONPROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
Abstrak 
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 
harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu contoh bencana alam yang sering 
terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kulonprogo ialah bencana tanah 
longsor atau longsorlahan. Bencana longsorlahan di Kabupaten Kulonprogo 
menimbulkan kerugian baik berupa materi maupun non materi sehingga perlu 
dilakukan kajian mengenai kerawanan longsorlahan di Kabupaten Kulonprogo 
 
Kajian mengenai kerawanan longsorlahan di Kabupaten Kulonprogo memenuhi 
beberapa konsep geografi antara lain konsep lokasi baik relatif maupun absolut, 
jarak, pola agihan longsorlahan, morfologi bentuklahan dan kemiringan lereng, 
diferensiasi area di Kabupaten Kulonprogo, dan keterkaitan ruang yang tiap 
karakteristiknya menjadi parameter dalam penentuan longsorlahan. Pemetaan 
kerawanan longsorlahan dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi 
geografis (SIG). Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis kuantitatif 
berjenjang tertimbang. Analisis kuantitatif berjenjang tertimbang ialah analisis 
yang memberikan nilai pengharkatan tetapi dengan bobot yang berbeda pada tiap 
parameter yang digunakan (Adil dkk, 2014). Bobot yang diberikan memperhatikan 
pengaruh dari tiap parameter kerawanan longsorlahan. Menurut metode 
Kusratmoko dkk (2002) parameter yang digunakan dalam penentuan kerawanan 
longsorlahan antara lain kemiringan lereng, penggunaan lahan, erodibilitas tanah, 
dan curah hujan.  
 
Kerawanan longsorlahan di Kabupaten Kulonprogo terbagi menjadi 5 kelas 
kerawanan yaitu tidak rawan, agak rawan, cukup rawan, rawan, dan sangat rawan. 
Kelas kerawanan longsor yang mendominasi Kabupaten Kulonprogo yaitu kelas 
kerawanan longsor tidak rawan dengan luas 26.454,42 ha atau 46% dari total luas 
wilayah Kabupaten Kulonprogo yang terdistribusi di bagian selatan ke utara bagian 
timur hingga tengah. Sementara itu kerawanan longsorlahan yang paling sedikit 
dijumpai yaitu kelas kerawanan longsorlahan sangat rawan seluas 526,38 ha atau 
hanya 1% dari total luas wilayah Kabupaten Kulonprogo dan terdistribusi di 
wilayah pegunungan sebelah barat hingga selatan. Kelas agak rawan seluas 
13.052,45 ha; kelas cukup rawan seluas 13.456,84 ha; kelas rawan dengan luas 
3.454,25 ha. Kerawanan longsor tersebut umumnya mengelompok mengikuti pola 
distribusi kemiringan lereng sebagai pengaruh terberat dari penentuan kerawanan 
longsorlahan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode kuantitatif berjenjang 
tertimbang dengan memperhatikan parameter yang ada sangat membantu dalam 
pemetaan kerawanan longsorlahan dan perlu kajian lebih lanjut. 
 




Disaster is an event or series of events that threatens and disrupts the life and 
livelihood of the community which is caused, both by natural and or non-natural 
factors as well as human factors, resulting in human casualties, environmental 
damage, property loss, and psychological impacts. One of example of natural 
disasters that often occur in Indonesia, especially in Kulonprogo Regency, is 
landslides. Landslide disaster in Kulonprogo Regency caused material and non-
material losses so it is necessary to conduct a study about the vulnerability of 
landslides in Kulonprogo Regency. 
 
A study on landslide vulnerability in Kulonprogo Regency fulfilling several 
geographic concepts, including the concept of location both relative and absolute, 
distance, landslide agitation patterns, land forms and slope, area differentiation in 
Kulonprogo Regency, and spatial relation which each characteristic becomes a 
parameter in determining landslides. Landslide hazard mapping is carried out 
using a geographic information system (GIS). The analytical method used is a 
weighted tiered quantitative analysis method. A weighted tiered quantitative 
analysis is an analysis that provides a rating value but with a different weight for 
each parameter used (Adil et al, 2014). The weight given takes into account the 
effect of each landslide hazard parameter. According to the method of Kusratmoko 
et al (2002) the parameters used in determining landslide vulnerability include 
slope slope, land use, soil erodibility, and rainfall. 
 
Landslide vulnerability in Kulonprogo Regency is divided into 5 hazard classes, 
namely non-vulnerable, a bit vulnerable, quite vulnerable, vulnerable, and very 
vulnerable. The landslide hazard class that dominates Kulonprogo Regency is the 
non-vulnerable landslide with an area of 26,454.42 ha or 46% of the total area of 
Kulonprogo Regency which is distributed in the south to the north from the east to 
the middle. Meanwhile, very vulnerable landslide hazard was 526.38 ha or only 1% 
of the total area of Kulonprogo Regency and distributed in mountainous areas from 
west to south. A bit vulnerable class covering an area of 13,052.45 ha; quite 
vulnerable class covering an area of 13,456.84 ha; vulnerable class with an area 
of 3,454.25 ha. The landslide vulnerability is generally grouped according to the 
distribution pattern of the slope as the greatest influence of determining landslide 
hazard. These results indicate that a tiered-weighted quantitative method that takes 
into account the existing parameters is very helpful in mapping landslide hazard 
and needs further study. 
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1. PENDAHULUAN 
Menurut UU RI No 24 Tahun 2007, bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian 
peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, 
bencana dapat disebabkan oleh faktor alam dan non alam yang mengakibatkan 
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timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan alam, kerugian harta benda, dan dampak 
psikologis. Indonesia dikenal sebagai “supermarket bencana”, hal ini dikarenakan 
hampir seluruh bencana ada di negeri ini. Salah satu bencana yang sering sekali 
melanda Indonesia adalah bencana longsorlahan, tak jarang timbul jumlah korban yang 
tak sedikit dikarenakan bencana longsorlahan ini. Longsorlahan adalah gerakan massa 
tanah, batuan dan kombinasinya yang biasanya terjadi pada lereng, baik alam maupun 
buatan. Massa tanah dan material lainya sebenarnya mencari keseimbangan baru akibat 
adanya faktor lain yang menyebabkan berkurangnya kuat geser serta peningkatan 
tegangan geser tanah. Sementara menurut Hardiyatmo (2012), longsorlahan terjadi 
karena sudah terlampauinya keseimbangan lereng sehingga menyebabkan daya tahan 
lereng menjadi berkurang. Penyebab longsorlahan bisa juga diakibatkan oleh gempa 
bumi (Hardiyatmo, 2012). Secara umum menurut Eko Kusratmoko dkk (2002), 
penyebab terjadinya longsorlahan secara alami dipengaruhi oleh empat parameter yaitu 
kemiringan lereng, curah hujan, erodibilitas tanah, dan jenis penggunaan lahan. Konsep 
geografi yang terlibat dalam penelitian ini antara lain konsep lokasi baik relatif maupun 
absolut, jarak, pola agihan longsorlahan, morfologi bentuklahan dan kemiringan lereng, 
diferensiasi area di Kabupaten Kulonprogo, dan keterkaitan ruang yang tiap 
karakteristiknya menjadi parameter dalam penentuan longsorlahan. 
Menurut Data Informasi Bencana Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (DIBI, BNPB) di Kabupaten Kulonprogo dalam rentang waktu 8 tahun dari 
tahun 2010-2018 terjadi sebanyak 30 kejadian bencana longsorlahan yang 
menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa. Kondisi yang sedemikian rupa tentunya 
penting untuk diperhatikan terkait upaya mitigasi longsorlahan di Kabupaten 
Kulonprogo. Pemetaan daerah rawan bencana longsorlahan merupakan salah satu 
bagian terpenting dalam upaya mitigasi bencana sekaligus pengenalan potensi-potensi 
bencana di Kabupaten Kulonprogo. Pemetaan daerah rawan longsorlahan diperlukan 
untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai wilayah/zona-zona yang 
rawan longsorlahan di wilayah tempat tinggal mereka.  
Pemetaan tingkat kerawanan bencana longsorlahan dilakukan menggunakan 
instrumen sistem informasi geografi (SIG) yang memanfaatkan berbagai macam 
metode. Pemilihan metode dan parameter harus diperhatikan karena harus mengacu 
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pada kondisi fisik di lapangan. Dengan demikian, tidak semua standar parameter 
longsorlahan dapat diaplikasikan di semua tempat. Hal tersebut disebabkan perlunya 
kecocokan antara kondisi fisik di lapangan dengan metode dan standar parameter yang 
mendukung di kondisi lapangan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti 
beranggapan perlu adanya penelitian dengan judul “Analisis Spasial Tingkat 
Kerawanan Longsorlahan di Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa 
Yogyakarta”. 
2. METODE 
Metode penelitian yang dilakukan untuk identifikasi daerah tingkat kerawanan 
longsorlahan di Kabupaten Kulonprogo adalah dengan menggunakan metode integrasi 
antara sistem informasi geografis dan survey lapangan. Obyek penelitian ini adalah 
tingkat kerawanan dan distribusi daerah rawan bencana longsorlahan di Kabupaten 
Kulonprogo dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Unit analisis dalam penelitian 
ini berdasarkan pada wilayah kajian penelitian yaitu Kabupaten Kulonprogo. Alasan 
dipilihnya wilayah administrasi sebagai unit analisis ialah karena wilayah administrasi 
umumnya lebih mudah dan lebih sederhana dalam pengolahan datanya sebab tidak 
didasarkan pada parameter-parameter lain, hanya berfokus pada distribusi objek 
penelitian menurut wilayah administrasi daerah kajian. 
Metode analisis yang digunakan yaitu metode kuantitatif berjenjang tertimbang 
dengan menggunakan klasifikasi longsorlahan oleh Kusratmoko dkk (2002). Terdapat 
4 parameter yang digunakan untuk penentuan kerawanan longsorlahan antara lain 
kemiringan lereng, penggunaan lahan, erodibilitas tanah, dan curah hujan. Keempat 
parameter tersebut memiliki pengaruh yang berbeda sehingga metode analisis yang 
paling tepat untuk dilakukan yaitu metode analisis kuantitatif berjenjang tertimbang 
dengan memperhatikan pengaruh atau bobot tiap parameter. 
Parameter kemiringan lereng didapatkan dari hasil pemrosesan data kontur 
dengan analisis topo to raster dan slope. Hasil pemrosesan tersebut kemudian dipilih 
titik sampelnya untuk dilakukan survey lapangan menggunakan alat abney level. Sama 
dengan kemiringan lereng, parameter penggunaan lahan didapatkan dari hasil 
interpretasi Citra Sentinel 2B Lembar T49MDM perekaman 29 Maret 2020 dan peta 
penggunaan lahan dari DPTR DI Yogyakarta. Klasifikasi penggunaan lahan kemudian 
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dilakukan survey lapangan untuk mengetahui perubahan dan perbedaan penggunaan 
lahan. 
Metode pengambilan sampel ini digunakan pada penentuan akurasi pada 
data/peta penggunaan lahan dan kemiringan lereng. Pengambilan sampel yang 
dilakukan adalah dengan menggunakan metode purposive sampling dengan objek 
sampling berupa tiap kelas dari setiap parameter longsorlahan dimana semua kelas 
parameter terwakili oleh titik sampel yang telah ditentukan oleh peneliti. Langkah 
selanjutnya yaitu penghitungan akurasi data dengan membandingkan antara jumlah 
sampel benar dibandingkan jumlah semua sampel dikali seratus persen untuk melihat 
tingkat akurasi data. Pengolahan data penggunaan lahan nantinya akan melalui proses 
generalisasi data. Hal tersebut dikarenakan kelas penggunaan lahan di data 
penggunaan lahan dari Dinas Petanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta 
akan di konversikan ke kelas penggunaan lahan menurut Kusratmoko. Hasil 
generalisasi tersebut memungkinkan adanya penurunan jumlah kelas maupun jenis 
penggunaan lahan itu sendiri. 
Erodibilitas tanah di Kabupaten Kulonprogo ditentukan dari jenis tanah di 
wilayah pemetaan. Data mengenai jenis tanah didapatkan dari instansi pemerintah di 
Kabupaten Kulonprogo dan kemudian ditentukan tingkat erodibilitas tanahnya dengan 
menggunakan klasifikasi erodibilitas tanah milik Kusratmoko dkk (2002). Parameter 
terakhir yaitu curah hujan. Parameter curah hujan di Kabupaten Kulonprogo 
didapatkan dari analisis interpolasi IDW atau Inverse Distance Weighting dari 8 
stasiun meteorologi di Kabupaten Kulonprogo. Alasan digunakannya metode IDW 
dalam ekstrapolasi data curah hujan ialah karena nilai hasil interpolasi akan lebih mirip 
pada data titik curah hujan yang berdekatan. Nilai curah hujan akan berubah secara 
linier sesuai dengan jaraknya dengan titik curah hujan (Pramono, 2008). 
Selain metode kuantitatif juga dilakukan metode secara kualitatif untuk 
membandingkan hasil pemetaan dengan titik kejadian longsorlahan. Metode kualitatif 
untuk membandingkan hasil pemetaan dan titik kejadian juga pernah dilakukan pada 
penelitian Purba dkk (2014). Penelitian tersebut juga membandingkan hasil pemetaan 
zonasi rawan tanah longsor menggunakan klasifikasi Kusratmoko dkk (2002) dengan 
titik kejadian longsor di Kota Semarang dan didapatkan hasil akurasi sebesar 81,97%. 
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Titik kejadian longsorlahan yang digunakan bersumber dari BPBD Kabupaten 
Kulonprogo pada tahun 2019 sebanyak 91 titik kejadian. Perbandingan antara hasil 
pemetaan dan titik kejadian longsorlahan diharapkan dapat mendukung hasil pemetaan 
kerawanan longsorlahan. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pemetaan tingkat kerawanan longsorlahan dilakukan dengan menggunakan metode 
kuantitatif berjenjang tertimbang. Parameter yang digunakan antara lain kemiringan 
lereng, penggunaan lahan, erodibilitas tanah, dan curah hujan. Analisis overlay 
keempat parameter tersebut dibantu oleh sistem informasi geografis sehingga dapat 
dinilai baik secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil overlay menunjukkan 5 kelas 
kerawanan longsorlahan menurut Kusratmoko dkk (2002) antara lain tidak rawan, 
agak rawan, cukup rawan, rawan, dan sangat rawan. Menurut persentasenya, 
Kabupaten Kulonprogo didominasi oleh kelas longsorlahan tidak rawan yang tesebar 
hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kulonprogo. Sementara 
persentase paling kecil yaitu kelas kerawanan longsorlahan sangat rawan, hanya 
sebesar 1%. Lahan agak rawan longsorlahan menyumbang sekitar 23%; kelas cukup 
rawan 24%; dan rawan sebesar 6%.. Seperti yang ada pada gambar 1 
 
Gambar 1. Diagram Lingkaran Luas Kerawanan Longsorlahan Kabupaten Kulonprogo 
Lahan yang tidak rawan longsor paling luas berada di Kecamatan Sentolo dengan 
luas 4.492 ha dan paling sempit berada di Kecamatan Samigaluh dengan luas 223,79 
ha, lahan agak rawan longsor paling luas yaitu seluas 1.754,08 ha yang berada di 
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Kecamatan Panjatan dan paling sempit di Kecamatan Lendah dengan luas 370,92 ha. 
Kelas kerawanan longsorlahan cukup rawan mendominasi di Kecamatan Samigaluh 
dengan luas 3.844,83 ha; lahan dengan kelas rawan juga paling banyak ditemui di 
Kecamatan Samigaluh seluas 1.314,95 ha; kelas terakhir yaitu kelas sangat rawan yang 
banyak terdapat di Kecamatan Samigaluh seluas 256,40 ha. Kecamatan yang hanya 
memiliki kelas longsorlahan tidak rawan dan agak rawan ialah Kecamatan Lendah. 
Sementara Kecamatan Galur, Nanggulan, Panjatan, Sentolo dan Wates tidak memiliki 
kelas longsorlahan rawan dan sangat rawan. Sebaliknya Kecamatan Temon tidak 
memiliki kelas longsorlahan sangat rawan di daerahnya. Luas kerawanan longsolahan 
menurut kelas dan kecamatannya bisa dilihat pada tabel 1 berikut: 
Tabel 1. Luas Kerawanan Longsorlahan Kabupaten Kulonprogo 
 
Berdasarkan distribusi spasialnya, wilayah Kulonprogo bagian selatan 
hingga tengah umumnya didominasi kelas longsorlahan tidak rawan hingga 
cukup rawan. Sementara bagian barat Kabupaten Kulonprogo didominasi 
oleh kelas longsorlahan rawan dan sangat. Kelas kerawanan longsorlahan 
rawan hingga sangat rawan mengikuti pola perbukitan-pegunungan 
Kabupaten Kulonprogo. Terdapat beberapa anomali dari hasil pengolahan 
data seperti erodibilitas tanah tinggi yang banyak ditemui di wilayah pesisir 
sehingga menjadikan wilayah pesisir memiliki kelas agak rawan hingga 
cukup rawan, sedangkan pada kenyataannya wilayah pesisir tidak pernah 
terjadi longsorlahan menurut data kejadian longsorlahan yang akan dijelaskan 
pada sub bab berikutnya. Erodibilitas tanah tinggi yang berada di wilayah 
pesisir atau selatan Kabupaten Kulonprogo yang membuat wilayah tersebut 
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memiliki kelas agak rawan dan cukup rawan dipengaruhi oleh tanah regosol 
yang berasal dari aktivitas vulkanisme jaman dulu yaitu yang disebut sebagai 
Gunung Api Andesit Tua oleh Bemmelen (1949). Gunung api tersebut antara 
lain Gunung Menoreh di bagian utara, Gunung Gajah yang berada di bagian 
tengah pegunungan, dan Gunung Ijo yang berada di bagian selatan 
Pegunungan Kulonprogo. Aktivitas vulkanisme dari gunung-gunung tersebut 
menjadikan wilayah selatan Kabupaten Kulonprogo memiliki tanah regosol 
dan pasir pantainya yang berwarna hitam. Meskipun erodibilitas tanahnya 
tinggi, penggunaan lahan di wilayah tersebut umumnya berupa tegalan/ladang 
sehingga kerawanan longsorlahannya berkurang. 
Anomali hasil pemetaan menggunakan metode Kusratmoko menandakan 
bahwa metode Kusratmoko kurang sesuai apabila diterapkan pada dengan 
unit analisis wilayah administrasi yang umumnya memiliki geomorfologi 
bervariasi seperti Kulonprogo, tepatnya di daerah pesisir sehingga perlu 
modifikasi, misalnya integrasi dengan metode lain. Metode lainnya misalnya 
penentuan kerawanan longsorlahan melalui kajian mineral lempung oleh 
Kuswaji Dwi Priyono (2012) yang menitikberatkan pada unit analisis 
bentuklahan Pegunungan Kulonprogo atau penelitian Anastasia Dewi Titisari 
(2019) yang berdasarkan karakteristik geologi dan alterasi batuan di 
Kulonprogo. Kedua penelitian tersebut bisa dipadukan dengan metode 
Kusratmoko di Kabupaten Kulonprogo agar lebih akurat. 
Kurangnya aplikasi metode Kusratmoko dengan unit analisis berupa 
wilayah administrasi juga dibuktikan oleh hasil pemetaan di Kota Semarang 
oleh Purba dkk (2014) dengan hasil validasi sebesar 81.97%. Metode 
Kusratmoko lebih tepat digunakan pada penelitian dengan unit analisis berupa 
daerah aliran sungai, bentuklahan, dan lainnya selain wilayah administrasi 
karena umumnya karakteristik yang menjadi parameter kerawanan 
longsorlahan di unit analisis tersebut tidak terlalu bervariasi.  
Selain itu parameter curah hujan yang hanya tediri dari 1 kelas 
menandakan bahwa klasifikasi curah hujan dengan metode Kusratmoko 
kurang tepat apabila diterapkan pada daerah dengan pola curah hujan yang 
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relatif homogen seperti Kabupaten Kulonprogo. Metode Kusratmoko 
memiliki interval antar kelas curah hujan yang pendek sehingga curah hujan 
Kabupaten Kulonprogo hanya bisa dikelaskan ke dalam rentang 101-300 mm. 
Selain itu, pola distribusi curah hujan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh 
metode interpolasi yang digunakan dan banyaknya stasiun curah hujan yang 
diinterpolasi. Metode interpolasi yang digunakan yaitu inverse distance 
weighting atau IDW yang memiliki asumsi nilai hasil interpolasi akan lebih 
mirip pada data sampel yang berdekatan daripada yang lebih jauh (NCGIA, 
1997) sehingga pada poligon wilayah yang tidak terwakilkan oleh stasiun 
hujan maka wilayah tersebut dianggap memiliki nilai curah hujan yang sama 
dengan stasiun hujan terdekat. Solusi dari asumsi tersebut ialah 
memperbanyak stasiun hujan sehingga data curah hujannya akan lebih 
bervariasi dan banyak poligon yang terwakili. 
Kualitas data, dalam hal ini data curah hujan, juga mempengaruhi metode 
IDW. Dengan kata lain karena metode ini menggunakan rata-rata curah hujan 
maka nilai curah hujan di beberapa poligon yang tidak terwakili oleh stasiun 
curah hujan tidak bisa lebih kecil dari curah hujan minimum atau lebih besar 
dari curah hujan maksimum sehingga nilainya hanya berkisar antara 101-300 
mm. 






Gambar 2.  Kerawanan Longsorlahan Kabupaten Kulonprogo 
Kejadian longsorlahan yang dimaksud dalam penelitian ini tersedia dalam 
bentuk titik yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Kulonprogo. Kejadian longsorlahan 
yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 91 kejadian pada tahun 2019. Pola 
kejadian longsorlahan cenderung mengelompok yang terjadi di beberapa kecamatan 
di Kulonprogo. Hal itu menunjukkan bahwa kejadian longsorlahan lokasinya 
berdekatan dan kemungkinan terjadi beberapa kali karena karakteristik lahan di 





Gambar 3. Sebaran Titik Kejadian Longsor Kabupaten Kulonprogo 
Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat sebaran titik kejadian longsor 
yang ditunjukkan oleh titik kuning. Kejadian longsor paling banyak terjadi di 
Kecamatan Kokap sebanyak 30 kejadian; Kecamatan Samigaluh sebanyak 26 
kejadian; 19 kejadian longsorlahan di Kecamatan Girimulyo; Kecamatan 
Kalibawang sebanyak 8 kejadian; Kecamatan Pengasih sebanyak 4 kejadian; 
Kecamatan Sentolo terdapat 2 kejadian longsorlahan; dan Kecamatan 
Nanggulan serta Temon masing-masing 1 kejadian longsorlahan. 
Kejadian longsorlahan paling banyak terjadi di wilayah dengan 
kemiringan lereng mulai dari 15% hingga lebih dari 40% seperti yang terjadi 
di Kecamatan Kokap, Samigaluh, Girimulyo, Kalibawang, Nanggulan, 
Pengasih, dan Temon. Karakteristik wilayah dengan kemiringan lereng 15% 
sampai lebih dari 40% memiliki potensi longsorlahan yang tinggi oleh karena 
itu kemiringan lereng menjadi parameter yang paling besar pengaruhnya. 
Meskipun demikian terdapat 2 lokasi longsorlahan yang terjadi di wilayah 
dengan kemiringan lereng 0-8% di Kecamatan Sentolo. Berdasarkan data dari 
BPBD Kabupaten Kulonprogo, 2 titik tersebut berada di jalan umum dan jalan 
desa sehingga kemungkinan besar dipengaruhi oleh penggunaan lahannya 
yang berupa permukiman dan tempat kegiatan. 
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Terdapat sebanyak 30 kejadian longsorlahan di Kecamatan Kokap. 9 
kejadian longsorlahan di Kecamatan Kokap terjadi di lahan dengan 
kerawanan longsorlahan rawan sedangkan 21 titik lainnya berada di lahan 
dengan kerawanan cukup rawan. Sebagian besar dari titik kejadian 
longsorlahan di Kecamatan Kokap berada pada kemiringan lereng 25% 
hingga lebih dari 40% dan sisanya berada di kemiringan lereng 15-25% 
dengan penggunaan lahan sebagian besar berupa perkebunan/kebun dan 
erodibilitas tanah rendah. Hasil pemetaan kerawanan longsorlahan dinilai 
sesuai dengan hasil titik lokasi kejadian longsorlahan. 
Kecamatan lainnya dengan titik kejadian longsorlahan yang cukup banyak 
yaitu Kecamatan Samigaluh sebanyak 26 titik kejadian. 2 kejadian berada di 
lahan dengan kerawanan longsorlahan sangat rawan dan memiliki kemiringan 
lereng 25% hingga lebih dari 40% dengan penggunaan lahan berupa tanah 
kosong sehingga jelas memiliki kerawanan longsorlahan sangat rawan. 4 
kejadian titik longsor berada di kelas kerawanan longsorlahan rawan dengan 
kemiringan lereng 15-25% dan penggunaan lahan berupa perkebunan/kebun. 
Sementara itu 20 titik kejadian menyebar di kelas kerawanan longsorlahan 
cukup rawan dengan kemiringan lereng bervariasi dari 8% hingga 25% dan 
penggunaan lahan yang juga bervariasi berupa perkebunan/kebun dan 
tegalan/ladang. 
Berdasarkan analisis kualitatif yang dilakukan antara titik kejadian 
longsorlahan dan hasil pemetaan kerawanan longsorlahan dapat dihitung titik 
kejadian longsorlahan yang berada pada kelas sangat rawan sebanyak 4 titik 
kejadian, kelas rawan sebanyak 17 titik, kelas cukup rawan sebanyak 55 titik, 
kelas agak rawan sebanyak 8, dan kelas tidak rawan sebanyak 7 titik. Hasil 
analisis kualitatif tersebut menunjukkan bahwa peta tingkat kerawanan 
longsorlahan hasil klasifikasi Kusratmoko dkk (2002) tidak sepenuhnya 
sesuai untuk diterapkan di Kabupaten Kulonprogo. Hal tersebut bisa 
dipengaruhi oleh faktor internal seperti kualitas data yang digunakan maupun 
faktor eksternal seperti parameter yang kurang menggambarkan karakteristik 
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wilayah kajian. Secara lebih luas sebaran longsorlahan Kulonprogo dapat 
dilihat pada gambar 4. 
 
 
Gambar 4.  Sebaran Titik Kejadian Longsor Kabupaten Kulonprogo 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
1. Metode analisis kuantitatif berjenjang tertimbang dapat digunakan untuk 
pemetaan tingkat kerawanan longsorlahan dengan bantuan sistem informasi 
geografis dengan memperhatikan parameter dan metode klasifikasi yang 
digunakan. 
2. Kerawanan longsorlahan di Kabupaten Kulonprogo terbagi menjadi 5 kelas 
kerawanan yaitu tidak rawan, agak rawan, cukup rawan, rawan, dan sangat 
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rawan. Kelas kerawanan longsor yang mendominasi Kabupaten 
Kulonprogo yaitu kelas kerawanan longsor tidak rawan dengan luas 
26.454,42 ha atau 46% dari total luas wilayah Kabupaten Kulonprogo yang 
terdistribusi di bagian selatan ke utara bagian timur hingga tengah. 
Sementara itu kerawnan longsorlahan yang paling sedikit dijumpai yaitu 
kelas kerawanan longsorlahan sangat rawan seluas 526,38 ha atau hanya 1% 
dari total luas wilayah Kabupaten Kulonprogo dan terdistribusi di wilayah 
pegunungan sebelah barat hingga selatan. 
3. Secara kualitatif, hasil pemetaan kerawanan longsorlahan bisa 
dikategorikan baik karena sesuai dengan titik kejadian longsorlahan. 
Kejadian longsorlahan paling banyak berada di wilayah dengan kelas 
kerawanan cukup rawan sebanyak 55 titik, sedangkan di wilayah dengan 
kelas sangat rawan sebanyak 4 titik kejadian dan kelas tidak rawan sebagai 
kelas yang mendominasi di Kabupaten Kulonprogo memiliki 7 titik 
kejadian longsorlahan. 
4.2 Saran 
1. Perlu adanya analisis kuantitatif untuk parameter erodibilitas tanah guna 
menentukan nilai harkat yang sesuai. Analisis tersebut bisa berdasarkan 
jenis tanah, tekstur tanah, dan permeabilitas tanah sehingga hasil analisis 
kerawanan longsorlahan lebih akurat. 
2. Perlu adanya penambahan parameter kondisi geologi seperti jenis batuan 
pada pemetaan kerawanan longsorlahan untuk mengetahui material batuan 
pembentuk lereng. 
3. Perlu adanya kajian kerawanan longsorlahan lebih lanjut dari segi 
peningkatan kualitas data baik data primer maupun sekunder, klasifikasi 
yang lebih sesuai dengan perkembangan sistem informasi geografis, dan 
metode analisis yang menawarkan hasil lebih akurat. 
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